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PENDAHULUAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,
atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga kita
mendapatkan kemudahan dan kemampuan dalam menyusun program kerja
di Tahun 2023. Sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum adalah
melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung
jawab.

Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya bentuk pembangunan
bidang hukum dalam suatu perencanaan/program kerja di Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A
yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif,
sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat
pencari keadilan yang semakin kompleks. Sehingga terbentuk suatu
manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran
atau variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

Fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas
di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua lingkungan peradilan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi harus
menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang
didasarkan atas perencanaan kinerja, terdiri dari program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Program kerja ini disusun agar tercapainya rencana
strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas | A.
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Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A senantiasa berupaya terus
untuk meningkatkan kinerja dan berusaha keras untuk melakukan

pembenahan dengan mengikuti petunjuk dan kebijakan dari Mahkamah
Agung RI. Langkah-langkah itu antara lain:

1) Mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas | A

2) Berpedoman pada Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta
Kelas | A, beserta lampirannya.

3) Mengacu pada Perundang-undangan, Cetak Biru Mahkamah Agung RI,

Surat Keputusan KMA, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Buku
Bindalmin dan Buku | dan II;

4) Mewujudkan keterbukan informasi di pengadilan.
5) Pengelolaan Aset negara dan keuangan sesuai dan berpedoman pada
aplikasi dari Mahkamah Agung dan Kementrian Keuangan.

Langkah-langkah tersebut, akan dituangkan dalam suatu Program Kerja
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas | A pada Tahun 2023. Program kerja ini sebagai acuan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan, pencapaian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan
pekerjaan yang terarah dan terprogram. Disamping program kerja mengacu
pada uraian tersebut diatas, Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A ini juga mengacu
pada Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A Tahun 2023, yang telah
direncanakan pada tahun 2022 dengan menyesuaikan pada DIPA Tahun
Anggaran 2023.

B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN TANTANGAN
1. Visi
“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung”
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2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

3. Motto
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas | A memiliki motto: “Memberikan pelayanan hukum
kepada pencari keadilan secara Profesional, Akuntabel, Sinergi,
Transparan, Inovatif dan Inklusif, Sehat, Transformatif, Informatif,
Modern, Edukatif, Wibawa, Adil (PASTI ISTIMEWA ) “.

4. Tujuan
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A adalah
sebagai berikut :

1) Terciptanya azas peradilan yang murah, mudah dan cepat.

2) Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan
jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

3) Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakan hukum yang
tegas dengan skala prioritas penyalahgunaan psikotropika maupun
kejahatan yang merusak masyarakat.

4) Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme dikalangan aparatur
hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan,
pemenuhan, dan perlindungan hukum.

S5) Tersedianya / terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur guna
penunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem
pelayanan pubik yang adil, transaparan, akuntabel serta kapabel
dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang berpihak pada
masyarakat.
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5. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas
I A telah menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6. Tantangan

a) Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna
jasa pengadilan, namun sampai dengan sekarang belum bisa
dipergunakan secara maksimal.

b) Personil di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum seluruhnya
menguasai Tupoksi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dirasakan masih sangat
kurang dalam pelathan atau pendidikan khusus untuk
meningkatkan dan menunjang kemampuan sumber daya manusia
bagi pegawai. Padahal untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
hukum bagi masyarakat diperlukan SDM yang profesional.

d) Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman Relas dari
Pengadilan Negeri lain yang dimintai bantuan untuk melakukan
pemanggilan atau pemberitahuan.

e) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan
prasarana belum sesuai dengan kebutuhan, diantaranya
kebutuhan rumah dinas Hakim dan Pejabat Struktural lainnya
belum terpenuhi.

C. KONDISI DAN PERMASALAHAN
1. KONDISI

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan
perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan
menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A yaitu :
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1. Kelembagaan.

a. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Yogyakarta.

b. Merupakan pengambil keputusan dalam memutus suatu perkara baik
pidana, tipikor, PHI maupun perdata dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Yogyakarta.

c. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Kabupaten/kota selaku Pengadilan Tingkat Pertama

2. Sumber Daya Manusia.
a. Jumlah Hakim (termasuk KPN dan WKPN) sampai dengan Desember
2022 berjumlah 23 orang dan 4 orang Hakim adhoc

b. Jumlah Panitera Pengganti (termasuk Panitera dan panmud) sampai
dengan Desember 2022 berjumlah 32 orang.

c¢. Jumlah Jurusita sampai dengan Desember 2022 berjumlah 7 orang.

d. Jumlah Jurusita Pengganti sampai dengan Desember 2022 berjumlah

5 orang.
e. Jumlah pejabat struktural (sekretaris dan kasubbag) sampai dengan
Desember 2022 berjumlah 4 orang.

f. Jumlah pejabat fungsional sampai dengan Desember 2022 berjumlah 2

orang.

g. Jumlah tenaga pelaksana/staf yang ada sebanyak 14 orang.

Tenaga honorer 20 orang diantaranya 3 orang untuk pengemudi , 9

>

orang satpam dan 4 orang pramubakiti.

3. Sumber Dana
Anggaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Kelas | A yang tertampung Tahun 2023 DIPA 01
(BUA) sebesar Rp. 19.660.900,- dan DIPA 03 (BADILUM) sebesar Rp.
290.176.000,-

4. Sarana dan Prasarana.
Gedung Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Kelas | A telah prototype. Pengadaan sarana
prasarana untuk memenuhi teknologi informasi telah dilaksanakan dan
akan terus dikembangkan di tahun 2023 untuk mendukung kelancaran
Tupoksi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Kelas | A.
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5. Wilayah Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Kelas | A
Wilayah kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A adalah wilayah hukum kotamadya
Yogyakarta adalah salah satu kabupaten/kota dari 5 (lima) kabupaten/
kotamadya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti pada wilayah administrasi
Pemerintah Kotamadya Yogyakarta, yang saat ini terdiri atas 14
kemantren dan 45 kelurahan.

D.PERMASALAHAN.

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang
seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana
cara untuk mendekatkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk
itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar
memperkuat sistem, mekanisme dan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan
Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A yang efisien,
efektif dan fleksibel.

Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas I A TA 2023 4



BAB I
KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. KEBIJAKAN
Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A
dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A
sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga

masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas
sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan

strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

a. Percepatan penyelesaian perkara.

b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

c. Memahami dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP)
sesuai bidangnya.

d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan.

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
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c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik.

B. PROGRAM

Pengadilan Negeri/lHubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi

Yogyakarta Kelas | A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Program Penegakan da Pelayanan Hukum merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A dalam pelaksanaan
program ini adalah:

1) Penyelesaian perkara perdata maupun pidana
2) Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi
3) Penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi

4) Penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan

restoratif
5) Penyelesaian berkas perkara upaya hukum
6) Layanan pos bantuan hukum

7) Penyelesaian eksekusi perkara perdata

. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran
strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai pengawasan yang berkwalitas.

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat 2 (dua) Kegiatan
pokok yaitu:
a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi adalah:

1) Belanja Pegawai

Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
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2) Belanja Barang Operasional
3) Belanja Barang Non Operasional

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Dalam kegiatan pengadaan ini bertujuan untuk mencapai sasaran
strategis dalam  penyediaan sarana dan prasarana pendukung
Kegiatan pada program dukungan manajemen berupa Belanja Modal.

- ]
Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
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BAB IlI

PROGRAM KERJA PENGADILAN NEGERIVHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1 A
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang

telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), rincian program kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A Tahun Anggaran 2023 yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang

pasti,

transparan dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.

Kegiatan Pokok sebagai indikator kinerja yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas |A

dalam pelaksanaan Program ini adalah :

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu

Penyelesaian perkara pidana dan perdata menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

Penyelesaian Perkara sehingga pencari keadilan tidak mengajukan
upaya hukum

Penyelesaian perkara pidana anak dengan upaya diversi

Melaksanakan survey kepuasan pencari keadilan dalam rangka
peningkatan pelayanan

Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
Penyelesaian perkara perdata melalui upaya mediasi

Pelayanan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui
pembebasan biaya perkara/prodeo

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan

terpinggirkan melalui Pos Layanan Hukum Pengadilan

Proailan Neri/Hubungan Industrial dan Tindak Pid N
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Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
Kelas | A

10) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

11) Menindaklanjuti permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang diajukan

12) Pengadaan ATK Perkara

2. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran

strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai
pengawasan yang berkwalitas.

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat 2 (dua) Kegiatan pokok
yaitu:

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2) Penyelenggaraan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
3) Penyelenggaraan Langganan Daya dan Jasa

4) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantor

5) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
6) Melakukan konsultasi ke Pusat

7) Melakukan konsultasi ke KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan instansi
terkait.

8) Melaksanakan PTSP dengan prokes dalam rangka penanganan
COVID-19

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Dalam kegiatan pengadaan ini bertujuan untuk mencapai sasaran
strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kegiatan
pada program dukungan manajemen ini adalah pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari 3 unit printer, hal ini
sebagai pengadaan printer anugrah MA.

Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korups:
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BAB IV
PENUTUP

Program kerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan
Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A disusun dengan mengacu kepada
RPJMN yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program
yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana
Kerja Tahunan (RKT).

Berhasilnya pelaksanaan program kerja Tahun 2023 Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas | A
sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan anggaran
dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Penjelasan singkat dari program kerja
dapat dilihat dari matrik terlampir.

Akhimya program kerja Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian yang
terus disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan
tugas dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana
Korupsi Yogyakarta Kelas | A.

Yogyakarta, <. Januari 2023

Program Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
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MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A
TAHUN 2023

NO BULAN KEGIATAN

1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

2 Pelayanan PTSP

3 Pelayanan informasi dan Pengaduan

Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

Penyusunan Laporan Keuangan

4
5 Penyusunan Laporan Bulanan
6
7

Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

8 Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan

8 Rapat Kinerja Bulanan, Pembinaan dan Pengawasan

10 Pembayaran Gajitunjangan, langganan daya dan jasa

JANUARI |11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan

12 Pengisian SPPT, LHKASN, LHKFPN

13 Penyusunan Dokumen SAKIP

14 Penyusunan Program Kerja TH 2023

15 Penyusunan Laporan Tahunan

16 Penyusunan LKJIP

17 Sosialisasi DIPATA 2023

18 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

19 Penilaian SKP Tahun 2022

20 Penyusunan SKP Tehun 2023

Leterangan :

1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata HIJAU TUA 13 Penyusunan Dokumen SAKIP

2 Pelayanan PTSP " |MERAH MUDA 14 Penyusunan Program Kerja TH 2023

3 Pelayanan informasi dan Pengaduan 15 Penyusunen Laporan Tahunan

4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu BIRU TUA 16 Penyusunan LKJIP

5§ Penyusunan Laporan Bulanan | HIJAU MUDA 17 Sosialisasi DIPA TA 2023

6 Penyusunan Laporan Keuangan 18 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan . BIRUMUDA 19 Penilaian SKP Tahun 2022

8 Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan BIRU MUDA 20 Penyusunan SKP Tahun 2023

8 Rapat Kinerja Bulanan, Pembinaan dan Pengawasan " BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan jasa KUNING TUA
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan |MERAH TUA

12 Pengisian SPPT, LHKASN, LHKPN . COKLATTUA

HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)

HARI LIBUR NASIONAL
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TAHUN 2023
NO BULAN KEGIATAN
0%kl #18 s | 7 [ e | 8 | 0| 91| 42| 13| 14
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan informasl dan Pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
5 Penyusunan Laporan Bulanan
FEERUARI & Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan
9 Rapat Kinerja Bulanan, Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gaji tunjengan, langganan daya dan jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-hari kantor
13 Penyusunan LKJIP
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata HIJAU TUA
2 Pelayanan FTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan informasi dan Fengaduan KUNING
4  Pelayanan E-Court dan E-Berpadu BIRU TUA
5 Penyusunen Laporan Bulanan IJAU MUDA
& Penyusunan Laporan Keuangan UNGU
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan BIRU MUDA [ IHARI LIBUR (sABTU, MINGGU)
8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan BIRU MUDA
9 Rapat Rutin Bulanan, Pembinaan dan Pengawasan BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan jasa KUNING TUA

11  Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantar
413  Penyusunan LKJIP

MERAH TUA B vari LiBUR NAsIONAL
COKLAT TUA

MERAH




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN {TND#S'IR%IEEAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A
Al

21

NO BULAN KEGIATAN
1 Pelayanan Perkara Pidansa dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayznan informasi dan Pengaduan
4 Pelayanan E-Courl dan E-Eerpadu
§ Penyusunan Laporan Bulanan
MARET & Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
8 Rapat Tindak Lanjul Hasil Temuan
8 Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gajl tunjangan langganan daya dan jasa
11 Pemellharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantor
13 Pengadaan Belanja Modal TA 2023
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan informasi dan Pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
5 Penyusunan Laporan Bulanan
& Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
€ Rapal Tindak Lanjut Hasil Temuan
& Rapat Kinerja Bul 1, Pembil dan Peng an
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan jasa
11 Pemellharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATH/Keperluan sehari-hari kantor
13 Pengadaan Belanja Modal TA 2023

| _'.-:|HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)

EEE HARI LIBUR NASIONAL dan Cuti Bersama

22 | 23

24




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A

NO

BULAN KEGIATAN

7

1 2

1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

2 Pelayanan PTSP

3 Pelayanan informasl dan Pengaduan

4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

& Penyusunan Laporan Bulanan

APRIL & Penyusunan Laporan Keuangan

7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan

¢ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan

TAHUN 2023

26 H

10 Pembayaran Gajl,tunjangan,langganan daya dan jasa

11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan

| 12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-hari kanter

13 Penilaian SKP Triwulan |

Keterangen :

1

LI BT - - S )

A
G R s O

Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

Felayanan FTSP

Palayanan informasi dan Pengaduan

Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

Penyusunan Laporan Bulanan

Penyusunan Leporan Keuangan

Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretarlatan
Rapat Tindak Lanjut HasH Temuan

Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
Pembayaran Gajl,tunjangan, langganan daya dan jasa
Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantor
Penilaian SKP Triwulan |

f |HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)

EEEHARI LIBUR NASIONAL dan CUTI BERSAMA
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2

2 | M4

28

TAHUN 2023
NO BULAN KEGIATAN
1| 2 16 1 | 18 2
1 Pelaysnan Perkare Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan infermasl dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
& Penyusunan Laporan Bulanan
MEI 6 Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan
8 Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Ga)ltunjangan langganan daya dan Jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperluan seharl-hari kantar
Keterangan :
1  Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata HIJAU TUA
2  Pelayanan PTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan informasi dan pengaduan KUNING
4  Pelayanan E-Court dan E-Berpadu BIRU TUA
& Penyusunan Laporan Bulanan HLIAL MUDA
6  Penyusunan Lapcran Keuangan UNGU
7 Rapal Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan BIRU MUDA i ]HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)
B Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan BIRU MUDA
B Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji tunjangan, langganan daya dan jasa KUNING TUA
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan MERAH TUA B HARI LIBUR NASIONAL
12 Pengadean ATK/Keperiuan seharl-hari kantor COKLAT TUA




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A
TAHUN 2023

NO

BULAN KEGIATAN

1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

2 Pelayanan PTSP

3 Pelayanan infermasi dan pengaduan

4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

5§ Penyusunan Laporan Bulanan

JUNI 6 Penyusunan Laporan Keuangan

7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

E Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan

¢ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan

mw

| i % w

10 Pembayaran Gajl tunjangan langganan daya dan Jasa

11 Pemellharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan

12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantor

Keterangan :

S22vcowoon e

Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

Pelayanan PTSP

Pelayanan Informasl dan pengaduan

Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

Penyusunan Laporan Bulanan

Peny an Laperan Ke gan

Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan

Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan days dan jasa
Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
Pengadaan ATK/Keperluan sehari-hari kanlor

HIJAU TUA
MERAH MUDA
KUNING
EIRU TUA
HIJAU MUDA
UNGU

BIRU MUDA
BIRU MUDA
BIRU MUDA
KUNING TUA
MERAH TUA
COKLAT TUA

! iHARl LIBUR (SABTU, MINGGU)

EESE HARI LIBUR NASIONAL dan CUTI BERSAMA,
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17

L

1w

2

a3 | M| 25

| FHARI LIBUR (SABTU, MINGGU)

BB 1ari LBUR NASIONAL

TAHUN 2023
ND BULAN KEGIATAN
1 1 a2l | rle 4
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan informasi dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
5 Penyusunan Laporan Bulanan
JuLl & Penyusunan Laporan Keusngan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
E Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan
§ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gaji tunjangan,langganan daya dan jasa
11 Pemellharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATKJ/Keperluan sehari-harl kantor
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata HIJAU TUA
2 Pelayanan FTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan informasi dan pengaduan KUNING
4  Pelayanan E-Court dan E-Berpadu EIRU TUA
5 Peny 1 1 Bulanan HIJAU MUDA
& Penyusunan Laporan Keuangan UNGU
7 Rapat Berjenjang Kepanlteraan dan Kesekretariatan BIRU MUDA
8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan IRU MUDA
9 Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan IRU MUDA
10 Pembayaran Gajl,tunjangan, langganan daya dan jesa KUNING TUA
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan MERAH TUA
12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantor COKLAT TUA
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23

24 | 26 | 26

n

TAHUN 2023
NO BULAN KEGIATAN
1 | 2] a | « ¢ | 7 | & | o [t | #1| 92| 13| 14| 16| 26|17 | 18| 10
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
2 Pelayanan Iinformasi dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
§ Penyusunan Laporan Bulanan
AGUSTUS 6 Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
8 Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan
9 Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gaji,tunjangan,langganan daya dan jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperiuan seharl-hari kantor
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata HIJAU TUA
2 Pelayanan PTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan Informas| dan pengaduan KUNING
4 Pelayanan Ecourtdan E-Berpadu BIRU TUA
5 Penyusunan Laporan Bulanan HIJAU MUDA
6 Penyusunan Laporan Keuangan UNGU
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan BIRU MUDA [ ]HARI LIBUR (8ABTU, MINGGU)
8 Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan BIRU MUDA
¢ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan jasa KUNING TUA
11 Pemelih Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan MERAH TUA B2 HARI LIBUR NASIONAL ( Harl Prokiamasi Kemerdekaan RI)
12 Pengadean ATK/Keperiuan sehari-harl kantor COKLAT TUA




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPS]I YOGYAKARTA KELAS | A

TAHUN 2023
NO BULAN KEGIATAN
12| 13| 14 w2 | 2| 20
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata :
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan informas| dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court
6 Penyusunan Laporan Bulanan
SEPTEMBER | & Penyusunan Laporan Keuangan ‘
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan ‘
[ 8 Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan
¢ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gaji,lunjangan langganan daya dan jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-hari kantor
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pldana dan Perdata HIJAU TUA
2 Pelayanan PTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan informasi dan pengaduan KUNING
4 Pelayanan E-Court BIRU TUA
§ Peny Lag Bul HIJAU MUDA
€ Peny n Lap K g UNGU
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan BIRU MUDA []HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)
& Rapal Tindak Lanjut Hasll Temuan BIRU MUDA
€ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langgenan daya dan Jasa KUNING TUA
11 Pemellharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan MERAH TUA -I-{ARI LIEUR NASIONAL
12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-harl kantor COKLAT TUA
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1

0 | 2

TAHUN 2023
NO BULAN KEGIATAN
1 L e T 7 Pl e ||| | ®
1 Pelayanan Perkara Pldana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan Informasi dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu
OKTOBER 5 Penyusunan Laporan Bulanan
€ Penyusunan Laporan Keuangan
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretarlatan
B Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan
E Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembay 1 Gajl,tunjangan, langganan daya dan jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperiuan sehari-harl kantar
Keterangan :
1 Pelayanan Perkara Pidana can Perdata HIJAU TUA
2 Pelayanan PTSP MERAH MUDA
3 Pelayanan informasi dan pengaduan KUNING
4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu BIRU TUA
5 Penyusunan Laporan Bulanan HILJAL MUDA
8 Penyusunan Laporan Keuangan UNGU
7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan EIRU MUDA | ] IHARI LIBUR [SABTU, MINGGU)
8 Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan BIRU MUDA
9 Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan BIRU MUDA
10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daye dan Jasa KUNING TUA
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan MERAH TUA BB HarI LIBUR NASIONAL

12

Pengadaan ATK/Keperluan sehari-harl kantor

COKLAT TUA




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A

TAHUN 2023

NO| BULAN KEGIATAN

1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

2 Pelayanen PTEP

3 Pelayanan Informasi dan pengaduan

4 Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

NOPEMBER | 5 Penyusunan Laporan Bulanan

14

15

16

w7

21

2 | 2| M

25

it

| w

€& Penyusunan Laporan Keuangan

7 Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

& Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan

€ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinzan dan Pengawasan

10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan Jasa

11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/P

12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-hari kantor

Keterangan :

Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

Pelayanan PTSP

Pelayanan informasl dan pengaduan

Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

Penyusunan Laporan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan

Rapat Berjenjang Kepaniternan dan Kesekretariatan
Rapat Tindak Lanjut Hasll Temuan

€ Rapat Kinerja Bulanan,Pembinaan dan Pengawasan
10 Pembayaran Gall,tunjangan, langgenan daya dan jasa
11 Pemeliheraan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-harl kantor

-

o~ ;AW R

HIJAU TUA
MERAH MUDA
KUNING
BIRU TUA
HIJAU MUDA
UNGU

BIRU MUDA
BIRU MUDA
EIRU MUDA
KUNING TUA
MERAH TUA
COKLAT TUA

i ; fHARI LIBUR (SAETU, MINGGU)

EEE 2R LiBUR NASIONAL




MATRIK KEGIATAN PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A
TAHUN 2023

NO BULAN KEGIATAN ,
1 Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata
2 Pelayanan PTSP
3 Pelayanan Informasi dan pengaduan
4 Pelayanan E-Court
DESEMBER | § Penyusunan Laporan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan

Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan

Rapat Kinerja Bulanan,Pemhbinaan dan Pengawasan

10

Pembayaran Gajl,tunjangan, langganan daya dan jasa

1

Pemelliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan

12

Pengadaan ATK/IKeperiuan sehari-harl kantor

Keterangan :

TN AW NS

Pelayanan Perkara Pidana dan Perdata

Felayanan PTSP

Felayanan informasl dan pengaduan

Pelayanan E-Court dan E-Berpadu

Penyusunan Laporan Bulanan

Penyusunan Laporan Keuangan

Rapat Berjenjang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan

Rapat Kinerja Bulanan Fembinaan dan Fengawasan

10 Pembayaran Gaji,tunjangan, langganan daya dan jasa
11 Pemeliharaan Gedung/Rumdin/Peralatan/Kendaraan
12 Pengadaan ATK/Keperluan sehari-hari kantor

HIJAU TUA
MERAH MUDA
KUNING
BIRU TUA
HIJAU MUDA
NGU
BIRU MUDA
BIRU MUDA
BIRU MUDA
KUNING TUA
MERAH TUA
COKLAT TUA

" |HARI LIBUR (SABTU, MINGGU)

B +ar1 LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
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MONITORING DAN EVALUAS|I BULANAN DAN TINDAK LANJUT

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS | A
TAHUN 2023

BULAN KEGIATAN

1 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesual dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 (SOSIALISASI)

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesual dengan PERMA No. 8 Tahun 2018
(SOSIALISASI)

3 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinazan sesual dengan PERMA No. 8 Tahun 2018 (SOSIALISASI)

4 Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja

5 Monitoring dan Evaluasi Caplan Kinerja/LKJIP setiap bagian

KPN melakukan monev terhadnp pelaksanaan permohonan eksekusi secara manual dan melalul
6 aplikasi PERKUSI dan penyel honan eksekusi terutama menyangkut permohonan
eksekusi yang belum dilaksanakan (LRPORJ\N KE PT SETIAP 6 BLN)

7 Penerapan Restorative Justice (SOSIALISAS] ) DAN (LAPCRAN KE PT)

Gugatan Sederhana {G85) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2018 (SCSIALISASI) DAN (LAPORAN
KE PT)

Monitoring dan evaluas! terhadap tata tertib dan pengamanan persidangan pada setiap rapat

’ bulanan

10 Persidangan Elektronik

1 Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun
" 2021) (SOSIALISAS))

12 Monev Tindak Agen Perubahan sesual dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab lll,
Tabel Il halaman 13 dilakuken oleh Area | dan dilaporkan kepada Pimpinan

Monitoring dan dan evaluasi terhadap | taatan teknologl informasi dalam pengukuran kinerja
unlt, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

13

JANUARI

14 Monitoring dan evaluas] pelaksanaan kebijakan keterbukaan Informasi publik

15 Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma §8A/Sek/SK/11/2014) DAN (SOSIALISASI)

Pengendalian gratifikas| sesual dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK DAN

18 |sOSIALISASI)

1

]

Maklumat Pelayanan sesual Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Pengadilan sesual SK. KMA No. 026/KMA/SK/NI/2012 dan Permenpan Nomor 15

18 Yahun 2014

Monltoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2

ki Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Fetikan Putusan

20 Monitoring Dan Evaluasl EPFT TI

2

-

Pengawasan Bidang

Panitera melaukan monev terhadap pengunggahan dokumen sidang pada SIPP (BAS dan Coun

2 ¢qiender)

Pelaksanaan Delegasl berdasarkan SEMA Nomor € tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan
23 /Panggllan dan Surat Edaran Dirjen Nomor § tahun 2018 tentang Peningkatan Kepatuhan
Penanganan Bantuan Panggllan/Pemberitahuan

24 Pelaksanaan Rapat evaluas| kinerja pada Kepaniteraan

25 Pelaksanaan Rapat evaluas| kinerja pada Kesekretariatan

Panitera memastikan Panmud Perdata melakukan Monev pengembalian sisa panjar blaya perkara
secara berkala dan melaporkan kepada panitera setiap bulannya

26




NO BULAN KEGIATAN -

27 Imph tas| SOP bagian
Keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIFF dan Tindak lanjut hasil pengawasan

28 pada panmud sesual Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan
Pengendallan Mutu Data SIPP

28 Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

0 Femberkasan Arsip Ferkara yang telah diminutasi sudah sesual dengan SK Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum No. 1838/DJUISK/HM.02.3/10/2018

21 Penggunaan Dok Elek Ik untuk pengajuan upaya hukum Kasasl dan PK sesual SEMA No 1
Tahun 2014

32 Kelengkapan Berkas Banding

33 Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas

34 Uralan Tugas masing-masing unit

35 Pelaporan perkara secara elektronik

s Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum
No.1230/DJUISKIHM.02.3/4/2021

a7 Pelaksanaan Survey Persepsl Antl Korupsl berdasarkan SK Dirjen Badilum
No.1230/DJUISKIHM.02.3/4/2021

38 Pelaksanaan Survey Harlan berdasarkan EK Dirjen Badilum No,1220/DJUISK/HM.02,3/4/2021

JANUARI
Monitaring Pelaksanaan Tugas Posbakum
Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus
dah selesal dan ditandat i
41 Monev Kesesuaian SIFP dengan proses yang berlangsung cleh Panmud
42 Tim Pengelola Website

Pelaksanaan absens| sesuai dengan Perma Nao. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMAISK/V/2008

Arsip kepegawalan

45

Penyusunan Keputusan Pimpinan sesual dengan Feraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Mo. 2
Tahun 2014
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Penginputan Aset Tetap

a7

Terdapal monitoring dan evaluasl terhadap Hakim yang mendapal fasilitas rumah dinas dan
tunjangan sewa rumah dinas

48

Menitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setlap bulan

48

Satker sudah mengis| aplikas| monev smart setiap bulannya

Document Control (DC)

51

Layanan Hukum bagl masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014

52

Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJUISK/HMO02.3/8/2018




